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KHUSUS / TERBATAS DENGAN JAMMER
DENGAN RAHMAT TUHAN YAHG'?MAHA ESA

. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana

dalam  mengoptlimalkan = pengawasan publik terhadap

‘penj’elenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya dan

segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;

bahwa salah satu upaya mencegah tersebarnya informasi
berklasitikasi selama rapat terbatas beriangsung dan
ﬁengamanan informasi atas alat komunikési:bcrbasis signal
c'i'a_:.; ancaman p(—-.:z}.--alahgun@n signal unmk kepentingan
vang tidak bertanggung jawéb yaitu deh.gaxi*'menggunakan
alar yang disebut Jammer, 1 _

hahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

(mum huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

_ Bupatl tentang Standar Operasmnal Prosedur Pengamanan

Jmm_nuasx Khusus/Terbatas dengan. Jammer,

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Dacrah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negéra Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor

. 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
+1822); |



Und_ang—Undaﬁg - Nomor 33 Tahun 2004 tentang

- Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah ‘Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Ncgara chu blik Indonesia
T,m un 2004 Nomor 126, Tambahdn Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438) _ :

Undang-Undang Nomor 14 ~Tahun . .‘2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik ( Lembaran Negara Republik

’naonu-a:a Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran

i Negara Republik Indonesia Nomor 4846); -

,;1:(.{&“5 Undang Nomor 12 Tahun ' 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Pei‘undang Undang’én (Lembaran

Negara  Republik  Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tarhbahan Lembaran Negara Republik Indone31a Nomor

.J._.\J-h

. . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

: Permerintahan Daerah (Lembarcm Negara Repubhk Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587]); sebagaimana telah diubah

‘bebcrdpa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Pembahan hedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indones:a Tahun 2015

. Nomor 58, Tambahan Lembaran Ncgara Repubhk Indonesia

6.

: Achmmstlabl Pemcrintahan (Lembaran Negara Republik

9.

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Nomor 5679},

Undang-Undang  Nomor 30 ‘Tahun 2014 tentang

Indonesm Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran

: ‘\.r gara Republik Indonesia Nomor 5601,

_'” Peraturan Menteri Dalam Negem Nomor 35 Tahun 2001

tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

- Kemendagri dan Pemerintah Daerah;

Petaturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun
;20._16 tentang Nomenklatur Pérangkat Daerah ;lan Unit kerja

. pada Perangkat Daerah urusan Pemerintahan Bidang

f""MT’l(hRn

Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 80 Tahun 2015



Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

‘ I'O.._ Keputusan Menteri Dalam 1"i\lcgcri Nomor 34 Tahun 2001

tentang Pengamanan Berita Rahasia melalui proscs

pﬁrs'andian dan telekomunikasi;

1}:‘ Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun

fU”) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

B ) Fung31 serta Tata Kerja Dmas Komunikasi dan Informatika

Tipe B kabupaten Bolaang Mongondow;

-

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  : - PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL
: _.PROSEDUR PENGAMANAN INFORMASI KHUSUS/TERBATAS
Du\f GAN JAMMER,

BABI
- KETENTUAN Ui'vmm
PASALI

o .Daiam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

[y

#)]

~J]

Dacrah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.

. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah

(Pn_)dgci.l unsur peny eienggara pemerintahan Daerah

B Bu pati Adalah Bupati Bolam1g Mongondow.
. Sekretaris Daerah adalah bekretan% Daerah Kabupaten
. Bolaang Mongondow. |

\epaia Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Kepala
Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten

| Bolaang Mongondow. ‘

. Perangkat Daera_h adalah imsur Pembantu ‘Bupati dalam
'ﬁf'*nyclenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari
" Sekertariat Daerah, Sekértariat DPRD, Dinas Daerah,
' Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.

. :Pejabat/Staf Jajaran Dinaé Komunikasi déh Informatika
~adalah Pejabat/Staf Jajaran Dinas Komumkasu dan

1nfo1mat1ka daerah Kabupaten Bolaang Mongondow



8. Informasi Khusus /'Térbatas adalah Informasi flya_ng telah ditetapkan dan
apabila L_iik_ctah_ui plhdk\ yang tidak berhak  dapat terhambat jalannya
Pemerintahan da}n:“ Pembangunan. Kerugian Negéira, disintegrasi bangsa, erat
hu buhga}m’y': dengan Rahasia Negara, Keamanan dan Keselamatén Bangsa.

9. Tmrmer er}]nh Alar Pendukung Utama Persandian yang berfungs1 sebagai
alat ptmumb sinyal/ blokir frekuensi radio dan media wireless lamnya

10. Jamming adalah aksi untuk mengacaukan sinyal di suatu tempat.

11. Standar- ()peméimﬁ_al Prosedur selanjutnya disébut SOP adalah sistem yang
d.isusm‘r: nntuk ‘ memudahkan, merapikan dan menertibkan. pekerjaan

fersebut.

‘ BAB 11
MAKSUD DAN TUJUAN -
| ~ PASAL 2 _ |
SOP  Jamming ‘ihj"' dimaksudkan untuk menjamin Keseragaman dalam
pciaks*nman tugas serta terselenggaranya pelaksananaan Jamming yang Optimal.
Tujuan Penyusunar ‘“msw\ r jamming ini adalah sebdqaz berikut : :
(1) ‘%ehagal acuan bag1 nersoml yang bertugas dalam pelaksanaan jammmg
mc.n__gjt.,zm alur irw ,n“«u n vang dilaksanakan, pemlatan vang digunakan dalam
mgndukﬁng kegmtan,_ ‘serta mekanisme pelaporan.

conming vang iepal sasaran dan terstruktur baik

secara admmlstram maupun dalam pelaksanaan tugas dilapangan.

'BAB'III
RUANG LINGKUP
! PASAL 3 : |
Kegiatan Jammi :ru dima Hud dalam SOP ini adalah Upayva Pengaﬁianan Sinyal
dari ancaman peny: 11 1hgunddn sinyal untuk kepentmgan yang tldak bertanggung
jewab dengan . cara’ me nltup -atau memutus frexuenql yang d}lal\ukau oleh
Aparatur Pem{:rmmh Kabupaten Bolaang Mongondow bersﬂat ﬂerbatas demi

welindungi i r)fnrum.m \§ m,n, lebih luas dan urgent.

e L

BAB IV
PROSEDUR JAMMING
PASAL 4
Kegiatan perencanaan -meiiputi beberapa aspek, yaitu :

(1) Administrasi



Bebexapa kelengkapaﬂ administrasi dalam mendukung pelaksanaan kegiatan
yang dibutunkcm -Aadals h ;
a. Surat Peuntah
Mezmdpxan buI‘a[ Perintah hepdld Dinas Komumkasx dan informatika
remang pelaks«maan kc glat'm Jjamming. Untuk Kegiatan incidental perlu
dxc_uapkrm dmposm /nota tertulis dari plmpma.n Dinas.
b. Berita Acam Dehkscm’lan Kegiatan jamming
Menyuqun draj Bemd Acara Pelaksanaan Kegiatan Jamﬂung melibatkan
Petugas ]nrmnt"r dan Pejabat instansi terkait yang meminta Jamming.
c. Dukungan anggaran yang meliputi uang harian, akomodasi dan
tran sportasi yang sesuai dt’ngari peraturan yang berlaku.
(2) Peralatan (alat jamming dan alat Pendukung)
qlaph’r rch]w peraiatarl vang dibutuhkan.
(3) Data duhung {Lbkam laporan kegiatan terdahulu kontak pcrsonal)
Um:uk mnunku pelaksanaan kegiatan jamming diperlukan data dukung
denah lokasi, I\cgm’ran, waktu kegiatan, peralatan elektronik yang sudah

Lc,rpas(@g, dc 1] seherapa luas area yang diamankan.

_ _ PASAL 5 | _

Tahdp persiapan kegiatan jamming meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Koordinasi atau Konsultasi dengém penanggung jawab‘kcgiatan.

b. Survei Personil yang: ditunjuk, Lokasi, Infrasﬁ:ruktlir, waktu- 'ﬁelaksanaan
survei minimal H I, hasil survei termasuk kekuatunu sinyal dilbkasi. Survei
dilakukan o}eh'petugas vang ditunjuk. Hasil survei diharapkén meliputi
lokasi, infrasxrukmr? dan informasi lain yang dibutuhkan dalam menunjang
pelaksanaan I{k:gia;fm j:qmming. , i

c. Cek Peralatan { jer;is}, jumlah, kondisi, kelengkapan, simulasi). Petugas
jamming pada Seksi ‘pengelolaan Informasi dan Persandian memeriksa
kelengkapan peralatan jamming, seperti : jumlah alai Jamming, kelengkapan

unit jamming da‘n_‘ialar pendukung jamming, berikut cadangan catu daya.

| PASAL 6 ,

Tahap pelaksanaan'_-kégiatan Jamming meliputi hal-hal sebagai berikut:
a. Ada surat permochonan dari Perangkat Daera;] untuk dilakukan kegiatan
Jamming padé .keg-ﬁatan rapat dinas atau ke;giatan penting yang sifatnya

terbatas.



fl.

o

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika merriberi-kan surat périntah/ nota
tulis/ dlprblbl ktpddd Kepala Bidang Persandian dan Stdtlstlk untuk ditindak
lanjuti dan dzlahsanakan

Kepala Bidang Persand1an dan Statistik memberlkan d13p0$1$1 dan arahan/
petunjuk I\deﬂd Kepala Seksi Persandian agar memper51apkan dan
memeriksa perangkat Jammer (alat pengacak smyal) serta membuatkan surat
pcrintah tugas hcpada opcrator Jammer dengan loham/ tcmpat chlatan dan
Waktu yana telah ditentukan ;. ‘

Operator . Th’?h mer Sesuai dengan surat Dermtah tusras dlsposzsz/ nota tertulis
mempcrsxapkan dan memasang perangkat Jammer yang akan digunakan
serta mencuy lemqmpucm perangkat Jammer blsa difungsikan secara
maksimal pddd 101~.d81 vang telah dxtcntukan Apablld perangkat Jammer ada
kendala teknis d:m fidak bisa dlfung51kan dengan baik, maka operator
secepatnva mclaporhan kepada Kepala Seksi Persanman untuk dilakukan
perawatan dan perbaikan, dan kalau masih bﬁ;lum bisa dlfung§1kan maka
segera melapofkan ..kc*,pada Kep:ala Bidang Pex‘éandian dan -‘Statistik untuk
dibuatkan Lif'rit'é Acara ke rusuhan pﬁlangka’r Jamme; Dan Kci)ala Bidang
melaporkan hdl tusebut ke Repala Dinas. ‘

Setelah l,xe.zmsa,gmcm kegiatan Jamming selcsal hepala Seksi Persandian

membuat iapor-ein éecara tertulis kepada Kepfala Dinas Komunikasi dan

Informatika mlfm direkomendasi oleh Kepala Bidang Pérsandian dan
Statis.tik | | 3
| BAB V
| »  PELAPORAN
B PASAL 7

stem Pela pomn Mami Kegiatan jamming meliputi 2 (dua) hal, yeutu :

,dporan Idhscmdau

Setelah ')elaksanddn Leg,latan harus dibuat laporan vang dzdalamnya meliputi
dasar Deldksandan waktu kegiatan, resume sementara, dan seterusnya.
Lapomn r}tlialﬁdnqan Leola‘ran Jamming harus dltandatangam oleh ketua tim
dari kedua u{*]ah pihak. Laporan peialxsanaani kegiatan juga disampaikan
kepada IIISIEJ.HS[ l;crl-:axt |

Berita Acara ;Jnmnnng o :
setelah hegatau Jjamming dilaksanakan harus dltandatangam berita acara
jamming yang dldaiamnva menc Kup waktu pelalgsdnaan dan hasil keg1atan
Penanda‘rangar bf“"ITB acara jamming adalah Ka51 Persandlan atau Per‘soml




vang melaksanakan jamming Dinas Komunikasi dan Informatika dan pejabat

instansi terkait yang ditunjuk.

BAB VI
PIHAK YANG BERKAITAN DENGAN KEGIATAN
PASAL &
Pihak vang bev‘ka#an défﬁgan kegiatan yaitu :
¥ '3upau Bolaang M(}I‘IQO”ldO\”

: %ci,tetans Dd( 1¢h

b

W

Kepala Dlnqs homumkas; dan Informamha

-+

Kepala Pemnukm Daerah atau Pihak lainnya selaku pemohon atau selaku
t A ~ §

penanggung J(mab kegiatan.

Pejabat/ btai m\m an L)ma~3 Komunikasi dan Informanka

w

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
| PASAL 9 |
Peraturan bupati rm THLlld‘ beriaku pada tang gal dlundangkan _- "ok
Agar setiap or ang mengem‘nnmya. memerintahkan pengunda_jlgaﬁ peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang

Mongondow.

Ditefapkan dilolak
pada tanggal 1 - C‘i - 2018 /{

BUPATI BOLAANG MONGONDOW /

m GALLANG

BERITA DAF‘RAI—' BOLAA‘\IG MONGONDOW TAHUN 2018 NOMOR



